
 

  

Veri Ananda Putri Laili Rohmatillah, Fatimatus Zahro, Lovika Augusta 
Disharmonisasi Perda Nomor 27 Tahun 2004 Terhadap Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 

 
JUSTICES: Journal of Law  

https://justices.pdfaii.org 

 

1 
 

Vol. 5, No. 1 (2026) 

ISSN : 2964-5107 

  

JUSTICES: Journal of Law 
Journal website: https://justices.pdfaii.org 

 

ISSN : 2964-5107  (online)      Vol. 5 No. 1 (2026)     

https://doi.org/10.58355/justices.v5i1.175      pp. 1-13 

 

 
Research Article 

 
 

 
Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Yang Dirugikan 

Oleh Jasa Umrah PT Hasanah Magna Safari 
 
 
 

Azzahra Amalia Wijaya1, Faradila Arrahma2, Alfia Rahma Nadhifah3, Sabrina 
Mina Nurrahmah4 

 
1. Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Trunojoyo Madura, Indonesia; 

Liazahraa2709@gmail.com  
2. Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Trunojoyo Madura, Indonesia; 

faradilaarrahma4@gmail.com  
3. Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Trunojoyo Madura, Indonesia; 

alfiarahmanadhifah9b02@gmail.com  
4. Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Trunojoyo Madura, Indonesia; 

sabrinanurahma2@gmail.com  
 

 
 

Copyright © 2026 by Authors, Published by JUSTICES: Journal of Law. This is an open 
access article under the CC BY  License https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ 

 
Received : December 15, 2025   Revised  : January 09, 2026 
Accepted : February 13, 2026    Available online    : March 02, 2026 
 
How to Cite:  Azzahra Amalia Wijaya, Faradila Arrahma, Alfia Rahma Nadhifah, & Sabrina Mina 
Nurrahmah. (2026). Legal Protection for Consumers Harmed by PT Hasanah Magna Safari’s Umrah 
Services. JUSTICES: Journal of Law, 5(1), 1–13. https://doi.org/10.58355/justices.v5i1.175 

 
 
Legal Protection for Consumers Harmed by PT Hasanah Magna Safari's Umrah Services 
 
Abstract. Hajj and Umrah are very important in the lives of Muslims, especially in Indonesia. However, 
many pilgrims in Indonesia experience several problems, including fraud and negligence from the 
Umrah service bureau, especially a case involving PT Hasanah Magna Safari which defrauded hundreds 
of Umrah pilgrims causing losses of up to 14 billion rupiah. This study aims to analyze consumer 
protection for Umrah pilgrims, by utilizing a normative legal research approach. This study also 
examines laws and regulations, Law Number 8 of 1999 and Law Number 8 of 2019 concerning the 
Implementation of Hajj and Umrah. This study focuses on consumer protection by increasing 
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supervision of Hajj services in Indonesia that can protect consumer rights including the rights of 
Umrah service bureau pilgrims of PT. Hasanah Magna Safari. 
 
Keywords: Hajj and Umrah, consumer protection, service bureaus 
 
Abstrak. ibadah haji dan umrah sangat penting dalam kehidupan umat islam, terutama di Indonesia. 
namun banyak jamaah haji di Indonesia mengalami beberapa permasalahan, diantaranya terdiri atas 
penipuan dan kelalaian dari biro jasa umrah terutama kasus yang melibatkan PT Hasanah Magna Safari 
yang menipu ratusan jamaah umrah yang menimbulkan kerugian mencapai 14 miliar rupiah. 
penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tentang perlindungan konsumen terhadap para Jemaah 
umrah, dengan memanfaatkan pendekatan penelitian hukum normatif. penelitian ini juga mengkaji 
peraturan perundang-undangan, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 dan Undang-Undang Nomor 
8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Haji dan Umrah. penelitian ini berfokus kepada perlindungan 
konsumen dengan menngkatkan pengawasan terhadap layanan haji di Indonesia yang dapat 
melindungi hak-hak konsumen termasuk hak-hak dari para Jemaah biro jasa umrah PT. Hasanah 
Magna Safari. 
 
Kata Kunci: Ibadah haji dan umrah, perlindungan konsumen, biro jasa 
 

 
 
PENDAHULUAN  

Ibadah haji dan umrah merupakan bagian penting dalam kehidupan umat 
islam yang merupakan suatu bentuk perjalanan keagamaan. Negara Indonesia 
merupakan salah satu negara yang memiliki populasi muslim terbesar di dunia, untuk 
itu perjalanan keagamaan ini sangat diminati oleh banyak masyarakat Indonesia. 
Karena tingginya minat dari masyarakat Indonesia dalam menjalankan ibadah haji 
dan umrah, hal tersebut mendorong perkembangan biro perjalanan yang 
menawarkan jasa haji dan umrah dengan macam-macam paket layanan. Tetapi, 
dalam implementasinya banyak calon jamaah haji dan umrah yang mengalami 
berbagai permasalahan karena tindakan tidak bertanggung jawab atau kelalaian yang 
dilakukan oleh penyedia jasa perjalanan. Salah satu kasus yang terjadi di Indonesia 
adalah dugaan penipuan dan penggelapan dana umrah yang dilakukan oleh PT 
Hasanah Magna Safari (PT HMS), yang mengakibatkan kerugian hingga Rp14 miliar 
dan melibatkan ratusan korban. 

Hubungan hukum antara biro perjalanan umrah selaku penyelenggara ibadah 
umrah dengan calon jemaah umrah adalah berupa akad umrah atau perjanjian 
pemberangkatan umrah. (Hidayat & Sarono, 2022). Konsumen dalam transaksi 
penyedia jasa perjalanan umrah mempunyai payung hukum yang melindungi dan 
menjamin haknya yaitu dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang 
Perlindungan Konsumen (UU Perlindungan Konsumen/UU PK), UU PK mencakup 
hak atas informasi yang benar, kepastian keberangkatan, dan ganti rugi atau 
kompensasi jika terjadi pelanggaran perjanjian. Di satu sisi, pelaku usaha juga 
memiliki kewajiban untuk memberikan layanan sesuai dengan standar, memberikan 
informasi yang jujur, dan bertanggung jawab atas kerugian yang dialami konsumen. 
Kasus PT HMS menunjukkan adanya dugaan pelanggaran hak-hak konsumen, 
dimana calon jemaah sudah memberikan bayaran penuh untuk biaya umrah tapi 
tidak kunjung diberangkatkan atau mendapatkan pengembalian dana.  
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Dari kasus ini, penting untuk mengkaji apa yang menjadi hak dan kewajiban 
konsumen serta pelaku usaha dalam transaksi jasa biro perjalanan umrah menurut 
UU PK. Selain itu, perlu ditelaah bagaimana perlindungan hukum bagi para korban 
yang mengalami kerugian akibat kelalaian atau tindakan melawan hukum yang 
dilakukan oleh PT HMS.  

Penelitian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman tentang kerangka 
hukum yang mengatur trannsaksi jasa biro perjalanan umrah, sekaligus 
mengeksplorasi mekanisme perlindungan hukum yang dapat ditempuh oleh 
konsumen dalam menghadapi permasalahan serupa. Dengan demikian, diharapkan 
penelitian ini dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan kebijakan 
perlindungan konsumen serta peningkatan pengawasan terhadap penyelenggaraan 
jasa perjalanan umrah di Indonesia.  

 
METODE PENELITIAN  

Metode penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini menggunakan 
metode penelitian normatif yang biasa disebut dengan pendekatan doktrinal. Atau 
penelitian hukum yuridis normatif atau penelitian hukum normatif yang mengkaji 
aspek-aspek dalam internal dari hukum positif. Metode penelitian normatif menjadi 
sebuah metode penelitian yang mengkaji aturan-aturan perundang-undangan 
ditinjau dari sudut hierarki peraturan perundang-undangan, maupun hubungan 
harmoni perundang-undangan. Metode penelitian normatif menggunakan metode 
pendekatan yuridis normatif. Yaitu pendekatan yang mengacu pada hukum dan 
peraturan perundang-undangan yang berlaku. (Benuf et al., 2019)  

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini mnggunakan 
pendekatan peraturan perundang-undangan (statue approach), pendekatan 
perundang-undangan menurut Prof Peter Mahmud Marzuki adalah pendekatan yang 
dilakukan dengan menelaah semua undang-undang regulasi yang bersangkutan 
dengan permasalahan yang sedang ditangani.(Iii & Penelitian, 20066) Dalam 
penelitian ini menggunakan peraturan perundang-undangan diantara lain Undang-
Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, dan Undang Nomor 
8 tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Perjalanan Ibadah Haji Umrah (PPIU).  

 
HASIL DAN PEMBAHASAN  
Hak dan Kewajiban Konsumen serta Pelaku Usaha dalam Transaksi Jasa 
Perjalanan Umrah PT Hasanah Magna Safari Menurut Undang-Undang Nomor 
8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen 

 Penyelenggaraan ibadah umrah merupakan sektor yang terus berkembang 
seiring dengan meningkatnya minat masyarkakat dalam melaksanakan ibadah haji di 
setiap tahunnya. Setiap umat muslim, terutama di Indonesia melakukan perjalanan 
ibadah umrah merupakan salah satu kegiatan ibadah yang diinginkan. Dengan 
tingginya minat untuk melaksanakan ibadah umrah terdapat beberapa permasalahan 
yang menyangkut penyelenggaraan perjalanan ibadah umrah (PPIU). Permasalahan 
in tidak hanya menjadi hambatan tetapi juga dapat merusak sektor penyelenggaraan 
umrah, yang seharusnya menjadi biro jasa umrah yang terpercaya dan 
profesional.(Kemenag, 2025) PT.  Hasanah Magna Safari merupakan Pelaku usaha 
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yang bekerja di bidang biro jasa perjalanan umrah. PT HMS  merupakan biro jasa 
perjalanan umrah resmi dan telah berizin yang diterbitkan pada 13 Juli 2023. Kantor 
PT HMS beralamat di KarangKajen, Brontokusuman, Kota Jogjakarta. (Mifdhol 
Abdurrahman, 2024) (Arfiansyah Panji Purnandaru, 2025) (Mifdhol Abdurrahman, 
2024; Mifdhol Abdurrahman, 2025) 

Pada 11 Desember 2024 PT HMS dilaporkan oleh masyarakat yang diduga 
merupakan korban dari PT HMS yaitu calon jamaah umrah biro jasa perjalanan 
umrah PT HMS. PT HMS diduga melakukan penipuan kepada jamaah umrah dengan 
tidak memberangkatkan para jamaah umrah sesuai dengan kesepakatan awal. 
Terdapat 164 calon jemaah umrah yang menjadi korban penipuan oleh PT HMS. 
Kerugian oleh korban mencapai RP. 5.624.500.000,-. Modus penipuan yang dilakukan 
oleh PT HMS yaitu dengan menawarkan paket umrah dengan harga yang terjangkau 
dengan kisaran harga Rp. 33.000.000 hingga Rp. 48.000.000, yang dimana harga 
tersebut terhitung murah, dan banyak calon jemaah dari berbagai daerah yang 
kemudian tertarik dan mulai melakukan pembayaran penuh. Namun hingga dengan 
waktu pemberangkatan yang dijanjikan oleh PT HMS para jemaah umrah tidak 
kunjung di berangkatkan. Uang yang telah dikirim kepada PT HMS pun tidak 
kunjung dikembalikan kepada calon jemaah umrah. 

Terdapat hubungan hukum antara calon jemaah umrah dengan PT HMS yaitu 
akad umrah atau perjanjian pemberangkatan umrah. Hubungan hukum tersebut 
mengakibatkan adanya hak dan kewajiban yang seharusnya dilaksanakan oleh 
masing-masing pihak yaitu calon jemaah umrah selaku konsumen dan PT HMS 
selaku pelaku usaha. 

Dalam kasus ini, calon jemaah umrah telah melakukan kewajibannya yaitu 
berupa membayar perjalanan umrah sesuai dengan kesepakatan dan karena telah 
melakukan kewajiban tersebut, calon jemaah umrah seharusnya mendapatkan 
haknya yaitu pemberangkatan umrah melalui PT HMS. Sedangkan PT HMS telah 
mendapatkan haknya yairu pembeyaran penuh yang telah dibayarkan oleh calon 
jemaah umrah dan seharusnya PT HMS melakukan kewajibannya yaitu 
memberangkatkan calon jemaah umrah tersebut. Namun, dalam kasus ini, PT HMS 
melalaikan kewajibannya meskipun PT HMS telah mendapatkan haknya.  

Dalam kasus ini, PT HMS telah melakukan penipuan dan melalaikan 
kewajibannya sebagai pelaku usaha. Meskipun calon jemaah umrah PT HMS telah 
melakukan kewajibannya.   

Pasal 6 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan 
Konsumen menjelaskan mengenai hak-hak pelaku usaha meliputi: 
1. Hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai 

kondisi dan nilai tukar barang dan atau jasa yang diperdagangkan; 
2. Hak untuk mendapat perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang 

beritikad tidak baik; 
3. Hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya didalam penyelesaian hukum 

sengketa konsumen; 
4. Hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa kerugian 

konsumen tidak diakibatkan oleh barang dan atau jasa yang diperdagangkan; hak-
hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undang lainnya.  
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Kewajiban pelaku usaha yang harus dipenuhi berdasarkan dengan ketentuan 
Pasal 7 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen 
menjelaskan bahwa kewajiban pelaku usaha meliputi :  
1. Beritikad baik dalam melaksanakan kegiatan usahanya; 
2. Memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan 

barang dan atau jasa serta memberikan penjelasan penggunaan, perbaikan, dan 
pemeliharaan; 

3. Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak 
diskriminatif; 

4. Menjamin mutu barang dan atau jasa yang diproduksi dan atau diperdagangkan 
berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan atau jasa yang berlaku; 

5. Memberi kesempatan pada konsumen untuk menguji, dan atau mencoba barang 
dan atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan atau garansi atas barang yang 
dibuat dan atau yang diperdagangkan; 

6. Memberikan kompensasi dan ganti rugi dan atau pergantian atas kerugian akibat 
pengguanaan, ganti rugi pemakaian dan pemanfatan barang dan atau jasa yang 
diperdagangkan; 

7. Memberi kompensasi, ganti rugi dan atau penggantian apabila barang dan atau 
jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.  

Sesuai dengan hak dan kewajiban pelaku usaha yang dijelaskan dalam Undang-
Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perluindungan Konsumen, PT HMS telah 
mendapatkan hak nya sebagai pelaku usaha yaitu dengan menerima pembayaran 
yang sesuai dengan kesepakatan akad. Calon jemaah umrah telah melakukan 
transaksi pembayaran kepada PT HMS dan pembayaran tersebut telah diterima oleh 
PT HMS. Akan tetapi PT HMS selaku pelaku usaha tidak melakukan kewajibannya 
dikarenakan PT HMS tidak beritikad baik untuk memberangkatkan para calon 
jemaah umrah dan PT HMS tidak melaksanakan kewajibannya sebagai pelaku usaha 
karena telah melakukan penipuan terhadap para calon jemaah umrah dengan 
memberikan tawaran harga yang terjangkau. Hal ini menyebabkan kerugian yang 
cukup besar bagi para calon jemaah umrah.  

Dari perbuatan tersebut calon jemaah umrah mengalami kerugian 
dikarenakan PT HMS tidak memenuhi kewajibannya sebagai pelaku usaha, calon 
jemaah umrah tidak menerima hak-hak nya sebagai konsumen yang dalam Undang-
Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen telah mengatur 
mengenai hak dan kewajiban sebagai konsumen.  

Berdasarkan dengan Pasal 4 Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang 
Perlindungan Konsumen, menjelaskan mengenai Hak Konsumen, yaitu:  
1. Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengonsumsi barang 

dan atau jasa; 
2. Hak untuk memilih barang dan atau jasa serta mendapatkan barang dan atau jasa 

tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan; 
3. Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan 

barang dan atau jasa; 
4. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan atau jasa yang 

digunakan; 
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5. Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan dan upaya penyelesaian sengketa 
perlindungan konsumen secara patut; 

6. Hak untuk mendapatkan pembinaan dan pendidikan konsumen; 
7. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak 

diskriminatif; 
8. Hak untuk mendapatkan kompensasi dan atau penggantian, apabila barang dan 

atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana 
mestinya; 

9. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.  
Kemudian pada Pasal 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang 

Perlindungan Konsumen menjelaskan mengenai kewajiban yang harus dipenuhi oleh 
konsumen diantaranya terdiri atas :  
1. Membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur atau pemanfaatan 

barang dan atau jasa, demi keamanan dan keselamatan; 
2. Beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan atau jasa; 
3. Membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati; 
4. Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara 

patut.  
Berdasarkan dengan penjelasan mengenai hak dan kewajiban konsumen 

menurut Undang-Undang Perlindungan Konsumen, para calon jemaah umrah telah 
memenuhi kewajibannya sebagai konsumen yaitu dengan melakukan pembayaran 
yang sesuai dengan akad, para calon jemaah umrah juga telah mengikuti arahan yang 
diberikan oleh PT HMS mengenai jadwal pemberangkatan. Akan tetapi para calon 
jemaah umrah tidak mendapatkan hak-hak nya sebagai konsumen, dikarenakan para 
calon jemaah tidak mendapatkan kenyamanan serta keamanan dan keselamatan 
sebagai konsumen karena menjadi korban penipuan PT HMS yang menyebabkan 
hak-hak yang seharusnya diperoleh oleh para calon jemaah tidak terpenuhi. 

Seperangkat penegakan hukum ada untuk melindungi konsumen dan tidak 
dimaksudkan untuk mematikan usaha para pelaku usaha, namun timbal balik ini 
perlindungan konsumen dapat mendorong iklim perusahaan yang tangguh dalam 
menghadapi persaingan melalui penyediaan barang dan atau jasa yang berkualitas. 
(Maharani & Darya Dzikra, 2021)   

Selain ketentuan Undang-undang Nomor 6 Tahun 1999 Tentang perlindungan 
Konsumen, terdapat Undang-Undang lain yang juga membahas mengenai 
penyelenggaraan perjalanan ibadah umrah, yaitu Undang-Undang Nomor 6 Tahun 
2019 Tentang Penyelenggaraan Ibadah haji dan umrah. Dalam Undang-Undang 
tersebut juga menjelaskan mengenai kewajiban yang harus dipenuhi sebagai pelaku 
usaha penyelenggara umrah PT HMS.   

Dalam Pasal 94 Undang-Undang Nomor 8 tahun 2019 tentang 
Penyelenggaraan Perjalanan Ibadah Haji Umrah (PPIU), pelaku usaha memiliki 
kewajiban yaitu: 
a. Menyediakan paling sedikit 1 (satu) orang pembimbing ibadah setiap 45 (empat 

puluh lima) orang jamaah umrah; 
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b. Memberikan pelayanan dokumen perjalanan, akomodasi, konsumsi, dan 
transposrtasi kepada jamaah sesuai dengan perjanjian tertulis yang disepakati 
antara PPIU dan jamaah umrah; 

c. Memiliki perjanjian kerjasama dengan fasilitas pelayanan kesehatan di Arab Saudi; 
d. Memberangkatkan dan memulangkan jamaah umrah sesuai masa berlaku visa 

umrah di Arab Saudi; 
e. Menyampaikan rencana keberangkatan umrah kepada menteri secara tertulis 

sebelum keberangkatan; 
f. Melapor kepada perwakilan republik Indonesia di Arab Saudi pada saat datang di 

Arab Saudi dan pada saat akan kembali ke Indonesia; 
g. Membuat laporan kepada menteri paling lambat sepuluh hari setelah tiba kembali 

di tanah air; 
h. Memberangkatkan jamaah umrah yang terdaftar pada tahun hijriah berjalan; 
i. Mengikuti standar pelayanan minimal dan harga referensi; 
j. Mengikuti prinsip syariat. 

PT HMS selain tidak melaksanakan kewajibannya berdasarkan dengan Pasal 7 
Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, PT HMS 
juga tidak melaksankan kewajibannya yang berdasar padal Pasal 94  khususnya pada 
huruf d Undang-Undang Nomor 8 tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Perjalanan 
Ibadah Haji Umrah (PPIU). 
 
Perlindungan Hukum bagi Konsumen yang Dirugikan Oleh Jasa Umrah PT 
Hasanah Magna Safari dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 
Tentang Perlindungan Konsumen 

Salah satu upaya untuk memberikan hak jamaah haji ataupun umroh adalah 
dengan memberikan perlindungan hukum bagi mereka. Menurut Satjipto Raharjo 
perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia 
yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat 
agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum. 
Berdasarkan Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Perlindungan Konsumen menjelaskan 
bahwa: Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya 
kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen.(Segara Andika, 
Cholidi & Erniwati, 2020) Pemberian perlindungan hukum terhadap masyarakat 
terbagi dalam dua hal yaitu adalah perlindungan hukum preventif dan perlindungan 
hukum represif.  

Perlindungan hukum preventif artinya perlindungan yang diberikan sebelum 
terjadinya pelanggaran hukum atau sengketa, dengan tujuan mencegah pelanggaran 
hak-hak masyarakat yang mana masyarakat mempunyai kesempatan untuk 
mengajukan keberatan atau memberikan pendapat atau masukan atau ide dan 
melakukan partisipasi dalam proses pengambilan keputusan oleh pihak yang 
berwenang. Bentuk dari perlindungan hukum preventif adalah dengan adanya 
regulasi atau peraturan yang jelas, dalam hal ini sudah diatur dalam Undang-Undang 
Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UU Perlindungan 
Konsumen/UUPK), dengan diberikannya payung hukum ini maka hak-hak 
konsumen dapat terlindungi, serta dapat meningkatkan kesadaran diri, kapasitas, 
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dan indepedensi konsumen, serta dapat juga mewujudkan sistem yang menjamin 
hak-hak konsumen secara adil dan transparan. Dalam Undang-Undang Perlindungan 
Konsumen (UUPK) terdapat pengaturan mengenai hak dan kewajiban dari para 
pihak, yaitu konsumen dan pelaku usaha juga termasuk mengatur tentang lembaga 
perlindungan konsumen. Dalam kasus penipuan dan penggelapan oleh PT. Hasanah 
Magna Safari (PT HMS), tindakan preventif yang bisa dilakukan oleh konsumen, 
pemerintah, maupun pelaku usaha adalah: 
1. Verifikasi legalitas dan izin usaha 

Konsumen harus memastikan bahwa Perusahaan tersebut memiliki izin resmi 
dari Kementrian Agama, karena ini terkait dengan layanan umrah/haji, pemerintah 
harus menyediakan akses terbuka dan mudah untuk mengecek status izin biro 
perjalanan secara online. 
2. Edukasi konsumen 

Pemerintah, media, beserta lembaga perlindungan konsumen perlu 
melakukan sosialisasi tentang ciri-ciri biro travel illegal, dan bagaimana cara untuk 
memilih biro travel terpercaya, karena konsumen perlu diedukasi agar tidak mudah 
tergiur harga murah yang tidak masuk akal. 
3. Pengawasan ketat oleh pemerintah 

Pemerintah harus melakukan pengawasan dan audit rutin terhadap biro 
perjalanan, dan membuat regulasi yang ketat terkait tata cara promosi, pembayaran, 
dan keberangkatan calon jamaah. 
4. Transparansi informasi 

Pelaku usaha wajib memberi informasi yang jujur, jelas, dan benar tidak 
menyesatkan mengenai biaya, jadwal keberangkatan, fasilitas, dan hak konsumen, 
seperti kontrak atau perjanjian harus jelas dan konsumen harus membaca dengan 
teliti. 
5. Pendaftaran di lembaga perlindungan konsumen 

Konsumen bisa lebih terlindungi bila menggunakan jasa yang terdaftar dan 
diawasi oleh Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM) atau 
bisa ditangani oleh Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) jika terdapat 
masalah. 

Tidak hanya UUPK, bentuk perlindungan hukum terhadap jamaah haji dan 
umrah juga memiliki regulasi tersendiri yang memuat hak-hak jamaah serta 
memastikan bahwa jamaah haji selaku konsumen memiliki hak atas akses layanan 
informasi dalam segala bentuk yaitu pada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 
tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji, hal ini juga terkait dengan peran Kementrian 
Agama sebagai penyelenggara pelayanan publik yang sejalan dengan prinsip 
pelayanan publik untuk membantu terciptanya iklim pelayanan publik yang 
memadai yang tertuang dalam Peraturan Menteri Agama (PERMENAG) Nomor 8 
Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Perjalanan Ibadah Umrah.(Maharani & Darya 
Dzikra, 2021) Tujuannya berguna untuk menyelesaikan masalah dan memastikan 
terpenuhinya hak bagi pihak yang mengalami kerugian melalui proses hukum.(Alfin 
& Latumahina, 2024) Perlindungan kepada masyarakat ini harus diwujudkan dalam 
bentuk adanya kepastian hukum karena salah satu tujuan hukum menurut Gustav 
Radbruch adalah kepastian hukum, kepastian hukum ini, mencakup semua upaya 
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guna pemberdayaan konsumen untuk memperoleh atau mempertahankan barang 
atau jasa yang sebelumnya dirugikan oleh pelaku usaha. Bentuk perlindungan hukum 
represif biasanya dilakukan melalui lembaga peradilan, lalu pemberian sanksi kepada 
pelanggar hukum agar ada efek jera, serta pemulihan hak korban atau pihak yang 
dirugikan, misalnya melalui ganti rugi. Untuk tindakan represif dalam kasus 
penipuan dan penggelapan oleh PT. Hasanah Magna Safari yang bisa dilakukan yaitu:  
1. Melaporkan dugaan tindakan penipuan ke aparat penegak hukum; 
2. Dapat mengajukan gugagtan ke Pengadilan Negeri atau melalui Badan 

Penyelesaian Sengketa Konsumen; 
3. Dapat melaporkant kasus ke Kementrian Agama RI yang mempunyai wewenang 

pencabutan izin usaha dan penindaklanjutan travel ilegal; 
4. Melakukan advokasi dengan dapat meminta bantuan Lembaga Perlindungan 

Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM) terkait bagaimana penyelenggaraan 
sengketa. 

Dalam hal pengadaan jasa umroh pelaku usaha yaitu PT Hasanah Magna Safari 
yang di duga melakukan penipuan dan penggelapan pemberangkatan umrah yang 
mengakibatkan kerugian korban sekitar Rp. 14 miliar. Pemerintah sebagai instrumen 
utama dalam  negara harus mengoptimalkan pelayanan publik dalam aktivitas yang 
berhubungan dengan kepentingan negara termasuk penyelenggaraan ibadah haji dan 
umroh sehingga perlindungan hukum bagi konsumen sangat diperlukan. 

Perlindungan konsumen mempunyai ruang lingkup yang luas terkait 
bagaimana cara memperoleh barang dan jasa  hingga ke akibat-akibat dari pemakaian 
barang dan jasa tersebut. Ruang lingkup perlindungan konsumen terbagi dalam dua 
aspek, yaitu: 
1. Perlindngan terhadap potensi penyerahan barang dan/atau jasa kepada konsumen 

yang tidak sesuai dengan kesepakatan atau bertentangan dengan ketentuan 
perundang-undangan. Dalam konteks ini, termasuk didalamnya berbagai 
permasalahan yang berkaitan dengan penggunaan bahan baku, proses produksi, 
distribusi, serta desain produk, yang semuanya harus disesuaikan dengan 
kebutuhan dan preferensi konsumen. Serta permasalahan mengenai mekanisme 
ganti rugi bagi konsumen akibat penggunaan produk yang cacat atau tidak layak. 

2. Perlindungan terhadap diberlakukannya syarat-syarat yang tidak adil kepada 
konsumen. Dalam kaitan ini salah satunya adalah tarif harga.(Segara Andika, 
Cholidi & Erniwati, 2020) 

 
KESIMPULAN 

Indonesia merupakan negara yang mayoritas penduduknya beragama islam. 
Ibadah haji dan umroh adalah salah satu ibadah penting dalam agama islam yang 
mempunyai makna spiritual mendalam. Tingginya minat masyarakat Indonesia 
terhadap ibadah haji dan umrah mendorong pertumbuhan biro perjalanan haji dan 
umroh. Namun, banyak calon jamaah haji dan umroh mengalami masalah akibat 
kelalaian atau tindakan tidak bertanggung jawab dari penyedia jasa salah satunya 
adalah PT Hasanah Magna Safari . Kasus PT HMS ini mengakibatkan kerugian 
finansial dan moril yang signifikan bagi konsumen. Dalam konteks ini, Undang-
Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen serta Undang-
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Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah 
memberikan dasar hukum bagi konsumen untuk memperoleh perlindungan dan 
pemulihan hak. 

Perlindungan hukum bagi konsumen sendiri terdiri dari dua bentuk, yaitu 
preventif dan represif. Perlindungan preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya 
pelanggaran dengan memastikan informasi yang benar, transparan, dan edukasi 
konsumen sebelum terjadi transaksi. Sedangkan perlindungan represif diterapkan 
setelah terjadinya pelanggaran, melalui upaya hukum seperti gugatan ke Pengadilan 
Negeri atau melalui lembaga penyelesaian sengketa konsumen. Dalam kasus PT 
HMS, tindakan preventif yang lebih ketat seharusnya diterapkan, termasuk verifikasi 
legalitas perusahaan dan edukasi konsumen tentang memilih biro perjalanan umrah 
yang terpercaya. Selain itu, pengawasan dari pemerintah juga sangat diperlukan 
dalam memastikan bahwa biro perjalanan umrah memiliki izin resmi dan mematuhi 
standar pelayanan. Edukasi kepada konsumen terkait ciri-ciri biro perjalanan ilegal 
juga perlu digencarkan agar masyarakat tidak mudah tergiur oleh tawaran harga 
murah tanpa jaminan keberangkatan. Pemerintah dan lembaga terkait perlu 
memperkuat pengawasan dan melakukan tindakan hukum terhadap biro perjalanan 
yang melanggar peraturan. 
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